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WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

‘RANCANGAN-PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR |1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA PAGAR ALAM,

bahwa Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kota Pagar
Alam telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
bahwa berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 582/1107/SJ tentang  Pencabutan/
Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala
Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang
menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi,
maka terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2013 perlu disesuaikan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubuhan
atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013

tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4115);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000
tentang Usaha dan Peran Masyarakat jasa

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 3956) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 157);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5949);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3957);



Menetapkan

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:
04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan
Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional,

8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun
2013 tentang Izin Usaha Konstruksi (Lembaran
Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013 Nomor 03 Seri
E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM
Dan
WALIKOTA PAGAR ALAM,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal |
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
(Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013 Nomor
03 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 angka baru yaitu
angka 18 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1
Daerah adalah Daerah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;



Jasa Konstruksi adalah Layanan Jasa
Konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi,
layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan
layanan jasa konsultasi pengawasan jasa
pekerjaan konstruksi;

Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam
layanan jasa perencanaan pekerjaan
konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa
konstruksi, dan layanan jasa konstruksi
pengawasan jasa pekerjaan konstruksi;

Badan Usaha Jasa  Konstruksi yang
selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan
usaha yang kegiatan usahanya bergerak di
bidang jasa konstruksi;

Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya
disebut IUJK adalah izin untuk melakukan
usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan
oleh Pemerintah Kota Pagar Alam,;

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau
sebagian rangkaian kegiatan perencanaan
dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan
yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil,
mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan
masing-masing beserta kelengkapannya untuk
mewujudkan suatu bangunan atau bentuk
fisik lain;

Perencana konstruksi adalah penyedia jasa
orang-perseorangan atau BUJK yang
dinyakatan ahli dan profesional dibidang
perencanaan jasa konstruksi yang mampu
mewujudkan pekerjaan dalam bentuk
dokumen perencanaan bangunan atau bentuk

fisik lain;



10.

11.

12.

13.

14.

Pelaksanan konstruksi penyedia jasa orang-
perseorangan atau BUJK yang dinyakatan ahli
dan profesional dibidang pelaksana jasa
konstruksi yang mampu menyelenggarakan
kegiatannnya untuk mewujudkan suatu hasil
perencanaan menjadi bentuk bangunan atau
bentuk fisik lain;
Pengawasan konstruksi adalah penyedia jasa
orang-perseorangan atau BUJK yang
dinyakatan ahli dan profesional dibidang
pengawasan jasa konstruksi yang mampu
melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak
awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai
selesai dan diserah terimakan;

Domisi adalah tempat pendirian dan/atau

kedudukan/alamat badan usaha yang tetap

dalam melakukan kegiatan usaha jasa
konstruksi;

Sertifikat adalah:

a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan
klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi
perseorangan atau badan usaha; atau

b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi
dan kemampuan profesi keterampilan kerja
dan keahlian kerja orang perseorangan
dibidang jasa konstruksi menurut disiplin
keilmuan dan/atau keterampilan tertentu
dan/atau kefungsian dan/atau keahlian
tertentu.

Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi

untuk menetapkan penggolongan usaha

dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan
sub bidang pekerjaan atau penggolongan
profesi keterampil an dan keahlian kerja orang
perseorangan  dibidang jasa  konstruksi

menurut disiplin keilmuan dan/atau



keterampilan tertentu dan/atau kefungsian
dan/atau keahlian masing-masing;

15. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi
untuk menetapkan penggolongan usaha
dibidang jasa konstruksi menurut
tingkatan /kedalaman kompetensi dan
kemampuan usaha, atau penggolongan profesi
keterampilan dan keahlian kerja orang
perseorangan  dibidang jasa  konstruksi
menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan
kemampuan profesi dan keahlian;

16. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan,
pemberdayaan dan pengawasan yang
dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyediaan
jasa, pengguna jasa dan masyarakat;

17. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran
Masyarakat Jasa Konstruksi;

18. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam.

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal
10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10
(1) Permohonan Izin Perpanjangan Reklame
diajukan oleh pemohon kepada Walikota melalui
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
(2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK

yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
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a. SBU, SKA dan/atau SKT yang dimiliki BUJK
adalah yang diterbitkan oleh lembaga;

b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat
keterangan domisili;

c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang
terkena sanksi; dan

d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang
masuk kedalam daftar hitam.

(3) Dalam memberikan rekomendasi, instansi
teknis yang membidangi jasa konstruksi dapat
melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu
bila diperlukan.

(4) Rekomendasi ditandatangani oleh ketua Tim
Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang
ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa
Konstruksi.

(5) Format Surat rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan ini.

3. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga Pasal
22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22
(1) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) mempunyai
masa berlaku sejak tanggal diterbitkan;
(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dapat dilakukan apabila BUJK yang
bersangkutan selamakurun waktu berlakunya

IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.

Pasal I1
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 26 Juni 2018

Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

MUSNI WIJAYA

Diundangkan : di Pagar Alam
Pada tanggal : 2 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI
SUMATERA SELATAN: (1 /PA/ 2018)



